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Intemet merupakan salah satu sarana komunikasi yang cukup diminati
masyarakat Indonesia belakangan ini. Media ini juga bahkan telah menjadi sarana
untuk melakukan perjanjian. Melalu sarana intemnet orang dapat saling berhubungan.
Dengan hubungan yvang dilakukan, orang juga dapat melakukan transaks:. Sebagai
negara yang berkembang Indonesia terkadang ketinggalan dalam pengaturan bidang-
bidang hukum tertentu yang menyangkut dunia usaha dan kegiatan usaha. Hal ini
juga terjadi pada hal yang menyangkut perangkat hukum mengenai teknologi
informasi ini.

Ada beribu-ribu alasan mengapa masyarakat bisnis harus berhubungan ke
Internet dan memang, salah satu segmen Intemet yang sangat cepat pertumbuhannya
adalah bidang komersial. [nternet memang menciptakan suatu lingkungan sebagai
{ahan untuk melakukan bisnis. Terdapat banyak cerita mengenai bisnis kecil dan
besar vang berhasil meningkatkan investasi mereka yanyg relatif keeil dengan
mengeluarkan biaya hubungan ke Intemet. Mereka mencari informasi pada intemet,
memelihara hubungan dengan para pelanggan atau menyediakan layanan online dan

membuka toko maya. Perusahzan yang selalu memperhatikan kebutuhan para
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pelangsannya dengan mendengarkan suara mereka kini dapat melakukannya pada
intemet. Perusahaan yang menyelidiki cara bertelekomunikasi dianwara para
pegawainya harus memperimbangkan berbagai kemampuan yang dimiliki internet.

Electronic commerce {permagaan eicktromk), sebagai bagian dari bismis yang
dilakukan dengan menggunakan elecironik Transmissio dapat didefinisikan sebaga
bentuk transaksi perdagangan atau pemniagaan barang dan jasa (/rade of goods anel
service) dengan menggunakan media elektronik. Jelas, selain dari yang telah
disebutkan diatas, bahwa kegiatan permiagaan tersebut merupakan bagian dari
kegiatan bisnis. E-Commerce merupakan “satu set dinamis tckoofogi, aplikasi , dan
proses yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui
transaksi clektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang
dilakukan secara elektromk.

Pasal 1319 KUHPerdata menyebutkan dua kelompok perjanjian, yaitu
perjanjian yang (oleh undang-undang) dibenikan suatu nama khusus kita sebut saja
perjanjian bernama (benvemde atau nominaatcontracten), dan perjanjian tak bernama
(enbeneemde atau innominaat contracten). Perjanjian dengan £-Commerce ini
tennasuk Kepada perjanjian tak bemama, sebab ftransaksi int baru muncul javh
melebihi Undang-undang itu sendiri, sehingga sama sekali tidak disebutkan namanya.

Pada dasamnya, hal pokok yang dilakukan dalam £- Commerce adalab
taasaksi perjanjian jual beli antara dua pihak (penjual dan pembeli) yang dilakukan
@wpp2 adanya unsur paksaan dan dinyatakan secara sab oleh hukum yang

berbubungan dengannya. Dengan kata lain, aspck hukum yang harus sungguh-
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sungguh diperhatikan adalah masalah kontrak, saksi dan mekamsme perdagangan
yang dilakukan. Menyangkut ha! tersebut ada dua pnnsip utama yang harus
diperhatikan, yaitu asas persamaan fungsi (funcrienul equnalence) dan sumber

hukun {source of law),
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